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ABSTRAK

Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan
dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih banyak
terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat
merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat menguasai hak atas tanah
secara fisik saja secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada
penjual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan
yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang
dipergunakan adalah data sekunder, yaitu :data yang mendukung keterangan atau
menunjang kelngkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi
pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.
Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul
dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan
secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat
khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status jual beli tanah
yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khususnya
Dalam Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/ PN.Bks dan Untuk mengetahui
penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah yang
dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti serta
upaya-upaya yang dapat dilakukan agar jual beli yang dilakukan tanpa akta jual
beli PPAT dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti,
khususnya jika penjual sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hasil kajian
ini menunjukan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT
adalah sah menurut hukum sepanjang syarat materiil terpenuhi. Upaya yang
dapat dilakukan agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT
adalah dengan mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan Negeri setempat
yang berwenang. Pengadilan memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah tersebut
adalah sah dan berdasarkan keputusan tersebut memberikan kuasa kepada
pembeli selaku penggugat untuk bertindak mewakili penjual dan sekaligus
bertindak atas namanya sendiri selaku pembeli, sehingga jual beli hak atas tanah
tersebut dapat dibuktikan dengan akta jual beli PPAT untuk segera didaftarkan
pada kantor Pertanahan setempat.

Kata kunci : Jual Beli Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah
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ABSTRACT

According to the prevailing stipulation the selling and buying on land must
be conducted before PPAT- However, in practice, the transfer of rights
on lands is frequently underhanded and violates the prevailing
stipulations. It is harmful to buyers because they only own the rights oil
lands physically. Legally, the ownership of lands still belongs to sellers.
The research methodology is juridical normative that reviews the regulation,
law theory, and jurisprudence related to the discussed problem. The data
used upon the research are secondary ones supporting the primary ones, which
is taken from literature. The data analysis used upon the research is
nonnative analysis, in which the collected data is written upon the logical
and sistematic writing, which is analyzed to secure the problem completion
certainty, then is concluded deductively that is from general to specific conclusion.
The aim of this research is to recognize the status of selling and buying
conducted without the selling and buying deed from the Officials of Land
Certificate Maker (PPAT), particularly in the case number 220/Pdt.G/2006/
PN.Bks. In addition, it is also to recognize the settlement can be performed
by buyers in order that the selling and buying conducted without the selling
and buying deed from the Officials of Land Certificate Maker (PPAT) has
the legal assurance and the efforts can be conducted in order that the
selling and ()living without the selling and buying deed from the Officials of
Land Certificate Maker (PPAT) can be registered to have the legal
assurance, particularly if the domicile of sellers is unknown. This study results
show that the selling and buying on lands without the selling and buying
deed from the Officials of Land Certificate Maker (PPAT) is legal as long
as it meets the material requirements. The efforts conducted in order that
the selling and buying on the sort of lands is by proposing claims to the local
court. The court decides that the selling and buying on the land is legal and oil
the basis of the decision, it gives power to buyers as the litigant to act as the
representative of sellers and at once to act oil behalf of their own names as
buyers so that the selling and buying oil the land can be proven by the selling
and buying deed of PPAT to register immediately to the local Land Office.

Keywords: Selling and Buying on Lands, The Officials of Land
Certificate Maker
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah sangat erat sekali hubunganya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu
memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupanya, untuk matipun manusia masih
memerlukan sebidang tanah.

Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan
jumlah manusian yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambahnya
jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal, juga kemajuan dan
perkembangan ekonomi, Sosial, budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah
yang banyak, umpamanya untuk Perkebunan, Peternakan, Pabrik-pabrik, Perkantoran,
Tempat Hiburan dan Jalan untuk sarana perhubungan.

Oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit,
sedangkan permintaan selalu bertambah. Maka tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat
tinggi. Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah
menimbulkan berbagai persoalan yang banyak seginya. Saat ini, untuk memperoleh tanah
dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dengan permohonan hak, pemindahan hak.

Dalam masyarakat kita, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan
pemindahan hak, yaitu dengan melalui jual beli.

Pemindahan hak/Peralihan hak, adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan
memindahkan hak, antara lain: Jual beli, Hibah, Tukar menukar, Pemisahan dan pembagian

harta bersama dan pemasukan dalam perusahaan atau inbreng.*

37.

! John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal.
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Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan, di mana seseorang
melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela.

Menurut Boedi Harsono, "Dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual- beli,
hibah, tukar menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”. Jual-beli dalam
hukum tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai.’
Kemudian menurut Hukum (BW) Pasal 1457 disebutkan bahwa jual-beli tanah adalah suatu
perjanjian dengan mana penjual mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan hak
atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar
kepada penjual harga yang telah disepakatinya.3 Adapun ketentuan yang diatur dalam seluruh
Buku 1l KUH Perdata telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok—pokok Agraria di
muat dalam Lembaran Negara Nomor 104, tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang—
Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya UUPA ini, maka hilanglah "dualisme” dan
terciptalah suatu kesatuan hukum (Unifikasi) dibidang Hukum Agraria di Negara kita.

Semenjak diundangkanya UUPA, maka pengertian jual- beli tanah bukan lagi suatu
perjanjian seperti dalam Pasal 1457 jo 1458 KUH Perdata Indonesia, melainkan perbuatan
hukum pemindahan hak untuk selama—lamanya yang bersifat tunai dan kemudian selanjutnya
diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No. 10 tahun 1961 yang telah
diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah,
yang menentukan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh
dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

37 ayat (1) PP No. 24/1997 yang berbunyi:

2 Harun Al-Rashid, Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan—Peraturanya),

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal 51.

% Ibid, hal. 52.
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"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli,
tukar—-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh PPAT z}/ang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang—
undangan yang berlaku”

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang
Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai
berikut:

"PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan

membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu.”
Jadi jual beli Hak atas Tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Hal demikian sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan
selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Belinya yang kemudian
diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak
jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Perbuatan "Jual-Beli di bawah tangan” terkadang hanya dibuktikan
dengan selembar kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual beli dan tidak sedikit masyarakat
yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik yang lama
(penjual).

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal
pertanahan. Jual-beli yang dilakukan di bawah tangan, dengan dasar kepercayaan pada saat

hendak dilakukan balik nama, pihak penjual telah meninggal atau tidak diketahui bagi si

pembeli yang akan mendaftarkan haknya pada kantor pertanahan setempat, sebagaimana

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah,
(Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 538-539.

® |bid, hal. 677
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yang terjadi dalam kasus di Bekasi dalam perkara nomor: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks. perkara-
perkara yang diputus di Pengadilan tidak seluruhnya berdasarkan pada KUH Perdata akan
tetapi dapat pula dengan perkara pidana, misalnya seperti perkara over kredit secara
terselubung dengan perjanjian jika nanti setelah dibayar lunas sertifikat mau diambil oleh pihak
penjual, akan tetapi pada kenyataannya saat sertifikat mau diambil di Bank penjual menghilang
sampai tidak diketahui lagi keberadaannya.

Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis mencoba mencari penyelesaian hukum
permasalahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah) yang sejauh ini masih sering dilakukan oleh masyarakat dan juga upaya-upaya
apa yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh surat tanda bukti kepemilikan yang sah,
apabila penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya dan dalam
tulisan ini juga penulis ingin menganalisis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Oleh
karenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah
penelitian yang berjudul ” Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) " (Analisis Kasus Nomor: 220/Pdt.G/2006/ PN.BKs).

Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan untuk lebih terfokus dalam
membahas dalam tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka
disusun beberapa permasalahan.

Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah status Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) khususnya dalam Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks ?

2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang

dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti ?
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C. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) Khususnya Dalam Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/ PN.Bks.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah

yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
masukan dalam rangka pembuatan Jual Beli tanah tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat
Akta Tanah, sehingga dapat menghindari timbulnya masalah atau konflik dalam
pelaksanaan Jual Beli tanah sesuai dengan prosedur yang benar dan adanya kepastian
hukum.

2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa
sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, Khususnya bidang hukum

tanah dan ada kaitannya dengan bidang notaris khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah.

E. Kerangka Pemikiran
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal
pertanahan. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih
banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perbuatan "Jual-Beli di bawah tangan” terkadang hanya
dibuktikan dengan selembar kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual beli dan tidak sedikit
masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik

yang lama (penjual).
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Jual-beli yang dilakukan di bawah tangan, dengan dasar kepercayaan pada saat
hendak dilakukan balik nama, pihak penjual telah meninggal atau tidak diketahui bagi si
pembeli yang akan mendaftarkan haknya pada kantor pertanahan setempat, sebagaimana
yang terjadi dalam kasus di Bekasi dalam perkara nomor: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks. perkara-
perkara yang diputus di Pengadilan tidak seluruhnya berdasarkan pada KUH Perdata akan
tetapi dapat pula dengan perkara pidana, misalnya seperti perkara over kredit secara
terselubung dengan perjanjian jika nanti setelah dibayar lunas sertifikat mau diambil oleh pihak
penjual, akan tetapi pada kenyataannya saat sertifikat mau diambil di Bank penjual menghilang
sampai tidak diketahui lagi keberadaannya. Jadi jual beli Hak atas Tanah harus dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal demikian sebagai bukti bahwa telah
terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
membuat Akta Jual Belinya yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor
Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah.

Kesepakatan atau konsensus merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat
suatu perjanjian. Jika kesepakatan itu merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat
perjanjian maka timbul suatu permasalahan mengenai kapan saat terjadinya kesepakatan
tersebut. Ada beberapa teori yang menyatakan kapan terjadinya kesepakatan. Teori-teori itu
adalah:

a) Teori kehendak (Wils Theory), teori ini mengatakan bahwa terjadinya suatu perjanjian atau
konsensus adalah karena adanya persesuaian kehendak di para pihak yang membuat
perjanjian tersebut;

b) Teori pernyataan (Ultings Theory), teori ini rnenyatakan bahwa konsensus terjadi sesuai
dengan pernyataan yang telah diucapkan atau diumumkan oleh para pihak yang membuat

perjanjian tersebut;
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c) Teori kepercayaan (Vertrouwens Theory), teori ini mengandung / menyatakan adanya
konsensus atau perjanjian didasarkan atas kepercayaan dan ucapan para pihak yang
layak dinyatakan dalam masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1321 KUH-Perdata menyatakan, tidak ada kata yang sah apabila

kata sepakat itu diberikan dengan paksaan atau penipuan.

Selanjutnya seperti dijelaskan oleh EW. Chance dalam bukunya “Prinsiples of
Mercantile Law (Vol.1) yang dikutip oleh MR. Tirtaamidjaja, M.H., dalam bukunya mengenai
Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, yang isinya yaitu :

“bahwa disebut jual beli jika obyek yang diperjual belikan sudah dialihkan dari
penjual kepada pembeli. Sedangkan Perjanjian jual beli adalah jika obyek yang
diperjual belikan belum dialihkan atau akan beralih pada waktu yang akan datang
ketika syarat-syarat telah dipenuhi. Perjanjian jual beli ini akan menjadi jual beli jika
syarat-syarat telah terpenuhi dan obyek yang diperjualbelikan telah beralih kepada
pembeli.”®

Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis mencoba mencari penyelesaian hukum
permasalahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah) yang sejauh ini masih sering dilakukan oleh masyarakat dan juga upaya-upaya
apa yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh surat tanda bukti kepemilikan yang sah,
apabila penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya dan dalam
tulisan ini juga penulis ingin menganalisis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Oleh

karenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah

penelitian.

Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah

yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

® MR Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, (Jakarta : Djambatan, 1970), hal. 24.
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pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterprestasikan kata-kata
sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, ini mencakup :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini
adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, Pada penelitian hukum, maka yang diteliti pada
awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap
data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.’

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis
normatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research), untuk mengadakan spesifikasi,
menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara
normatif, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan (field research), sehingga data-
data dikumpulkan dan dianalisa, adapun sumber hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli pada umumnya dan jual beli tanah
pada khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan
bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah dan artikel ilmiah yang

berhubungan dengan penulisan tesis ini.

" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarat : Penerbit Universitas Indonesia,

1986), hal. 52.
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Wawancara dilakukan pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Bekasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh penulis
adalah dengan wawancara secara terarah, yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan
yang berlaku dan penyesuaian di lapangan, sedangkan bentuk pertanyaan Kklarifikasi
(clarifying question) yaitu dengan dengan tujuan untuk mengklarifikasi penerapan
peraturan yang terkait dengan jual beli tanah dan peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), terhadap jual beli tanpa mengunakan akta jual beli di hadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang berwenang.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analistis yaitu menggambarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang

kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

3. Sumber Data Dalam Penelitian
3.1. Penelitian Kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri
data-data yaitu berupa :
1)Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan
digunakan dalam penelitian ini mulai dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960,
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2)Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya
yang berkaitan dengan materi penelitian;
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3)Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar,
digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan
sekunder.
3.2. Penelitian Lapangan (field research).

Dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis
hasil penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terarah, pada
lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan, antara lain :
1)Kepada Ibu Suharmini, SH, Bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri

Bekasi; dan
2)Kepada Ibu Dra. Purwati, MM, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya
dengan sumber daya, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh
data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang
diharapkan.

Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui
proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi
yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa pengalaman praktek dan pendapat
subyek penelitian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah
Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) "(Analisis
Kasus Nomor: 220/Pdt.G/2006/ PN.Bks) pada pengadilan Negeri Bekasi. Adapun
system wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas

terpimpin, artinya terlebih dahulu penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai
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pedoman, tetapi dimungkinkan juga adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan
dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.?
2. Data Sekunder
Data sekunder dalah data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dengan cara studi dokumen yang terdiri dari :
1) Bahan hukum primer adalah bahan hokum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis, yaitu :
a) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
b) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 220/Pdt.G/2006/PN.Bks
c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanabh;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanabh;
f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
g) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hokum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yaitu :
a) Dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan

pendaftaran tanah;

® Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas

Hukum Psikologi UGM, 1985), hal. 26.
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b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Agraria;

¢) Kepustakaan yang berkaitan dengan PPAT.

d) Bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli tanah.

e) Bahan-bahan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Bekasi dan Kantor
Pertanahan Bekasi, tentang hasil Surat Penetapan pengadilan Negeri Bekasi,
dan kepentingan perlindungan bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli tanah
tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3) Bahan hukum tersier adalah bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus
hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa
menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam
bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan
dapat menggambarkan secara jelas mengenai tanah yang dilakukan tanpa akta jual bel
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) "(analisis kasus nomor: 220/Pdt.G/2006/ Pn.Bks),
dan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang dilakukan
tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga diperoleh

gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensip, maka penyusunan hasil

penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :
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Bab |

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

: PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisi atas teori umum yang

merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab
permasalahan, antara lain tinjauan umum jual beli, pengertian perjanjian dan
pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) teori-teori umum ini merupakan
kumpulan pendapat para ahli hukum Perjanjian, dan hasil dari Surat Penetapan

Pengadilan Negeri Bekasi sebelumnya

. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil penelitian

yang status tanahnya yang tidak menggunakan akta jual beli tanpa melibatkan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berdasarkan Perkara Nomor:
220/Pdt.G/2006/ PN.Bks, dan bagaimana cara penyelesaian yang dapat
dilakukan oleh calon pembeli agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta

PPAT dapat mempunyai kepastian hukum.

: PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis..

Daftar Pustaka.

Lampiran.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Pada Umumnya
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Perdata (BW).
Menurut ketentuan dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
dimaksud dengan jual beli adalah :
"suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan”.
Sedangkan menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian harus
memenuhi 4 syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal
Dalam hal jual beli tanah, jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum
diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan
suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahkan yang caranya ditetapkan dengan suatu
peraturan lain lagi.
Penyerahan hak itu dalam istiliah hukumnya biasa disebut Juridische levering
(penyerahan menurut hukum) yang harus dilakukan dengan akta dimuka dan oleh Pejabat

Balik Nama berdasarkan ordonansi Balik Nama Stbid No. 27 Tahun 1834.°

9 K.Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 31.
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Untuk terjadinya perjanjian jual-beli ini cukup jika kedua belah pihak sudah
mencapai persetujuan tentang barang dan harga Si Penjual mempunyai dua kewajiban
pokok, yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki
barang itu dengan aman dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang
tersembunyi. Kewajiban si pembeli membayar harga dan di tempat yang telah ditentukan.
Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan ditempat barang itu
berada.

Menurut undang-undang, sejalan saat ditutupnya perjanjian risiko mengenai
barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tidak
dapat diserahkan kepada pembeli, maka orang ini harus tetap membayar harganya.
Sampai pada waktu penyerahannya itu si penjual harus merawatnya dengan baik. Jika si
penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu yang telah ditentukan belum
menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia memikul risiko terhadap barang itu dan
dapat dituntut untuk memberikan pembayaran kerugian atau pembeli dapat menuntut
pembatalan perjanjian.

Sebaliknya jika si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang
ditentukan si penjual dapat menuntut pembayaran itu yang jika ada alasan dapat disertai
dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan
pemberian kerugian juga barang yang belum dibayar itu dapat diminta kembali.

Jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ini bersifat
obligatoir, yanq artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban
timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada
penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus
memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan
disisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sesuai

imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Ata